BAB IV
PENUTUP
A...Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis
mengenai Pelaksanaan Pertanggungawaban Suami Setelah Terjadi Perceraian
Di Kecamatan Koto Tangah dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1....Bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan
Koto Tangah pada dasarnya telah diatur dan di terapkan melalui putusan
Pengadilan Agama Padang. Pertanggungjawaban tersebut meliputi
kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap anak. Kewajiban terhadap
mantan istri yaitu berupa nafkah iddah, nafkah madiyah, dan natkah mut’ah,
sedangkan kewajiban terhadap anak yaitu nafkah hidup dan biaya
Pendidikan yang besifat berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri.
Pelaksanaan kewajiban ini berbeda antara pekara cerai gugat dan cerai talak,
dimana cerai talak terdapat mekanisme yang lebih kuat karena pemenuhan
kewajiban dijadikan syarat sebelum ikrar talak diucapkan. Penetapan
besaran kewajiban tidak memiliki patokan baku, melainkan disesuaikan
dengan kemampuan mantan suami serta kebutuhan mantan istri dan anak
dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, dan keadilan.
2...Kendala suami dalam melaksanakan pertanggungjawaban setelah
perceraian lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan di lapangan, bukan
pada aspek administratif. Kendala utama meliputi keterbatasan ekonomi

suami, pernikahan kembali yang menyebabkan perhatian dan sumber daya
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ekonomi teralihkan ke keluarga baru, konflik psikologis dengan mantan
istri, serta sikap menunda-nunda dalam memenuhi kewajiban. Selain itu,
sulitnya pembuktian penghasilan suami, khususnya bagi yang bekerja
sebagai buruh harian lepas, menjadi hambatan bagi hakim dalam
menetapkan nafkah yang adil. Kendala juga muncul dari pihak istri yang
seringkali memilih untuk tidak menuntut hak-haknya demi mempercepat
proses perceraian, serta minimnya penggunaan mekanisme eksekusi karena
pertimbangan biaya, ketidaktahuan prosedur, dan keengganan untuk
berkonflik lebih lanjut.

...Solusi dalam melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian
telah tersedia baik melalui mekanisme hukum maupun pendekatan
nonformal. Solusi utama adalah eksekusi langsung sebelum ikrar talak atau
sebelum pengambilan akta cerai, mediasi pada tahap awal persidangan,
serta fleksibilitas melalui negosiasi dengan persetujuan istri. Untuk nafkah
anak, tersedia mekanisme eksekusi periodik, pemotongan gaji langsung
bagi suami yang berstatus PNS, serta penyitaan dan penjualan harta suami
apabila memungkinkan. Selain itu, hakim dapat menggunakan kewenangan
ex officio untuk melindungi hak istri dan anak dalam kondisi tertentu.
Namun demikian, keterbatasan kewenangan pengadilan agama dalam
pengawasan pasca putusan menyebabkan efektivitas pelaksanaan
kewajiban sangat bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengadilan, masyarakat, tokoh

agama, dan pemerintah daerah, serta penguatan regulasi penegakan hukum
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agar pertanggungjawaban suami setelah perceraian, khususnya nafkah anak,

dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.

B...Saran

Berdasarkan dari simpulan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban

suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah, maka penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

l....Para tokoh agama dan ulama disarankan untuk lebih aktif memberikan
edukasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya kepada para mantan
suami, mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Edukasi ini
dapat disampaikan melalui ceramah, khutbah Jumat, majelis taklim,
maupun pengajian yang rutin diselenggarakan di masyarakat. Penegasan
bahwa mengabaikan nafkah anak bukan hanya melanggar hukum negara,
tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam, perlu terus disuarakan agar
para mantan suami terdorong untuk menunaikan kewajibannya atas dasar
kesadaran moral dan keagamaan, bukan semata-mata karena tekanan
hukum.

2....Pemerintah perlu membentuk regulasi yang mengatur sanksi administratif
bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, seperti
pemblokiran paspor atau larangan perjalanan ke luar negeri, serta
mewajibkan instansi untuk melaksanakan pemotongan gaji sesuai putusan
pengadilan dengan sanksi tegas bagi pimpinan yang tidak

melaksanakannya. Pemerintah daerah juga perlu membentuk unit khusus
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yang bertugas memantau pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian
dan mengembangkan program bantuan hukum serta pendampingan bagi
perempuan dan anak-anak korban perceraian.

...Kepada para pihak yang berperkara, khususnya istri, disarankan agar lebih
aktif dan berani dalam memperjuangkan hak-haknya selama proses
perceraian, baik hak terhadap nafkah iddah, mut’ah, maupun nafkah anak.
Pemahaman yang memadai mengenai hak-hak pasca perceraian sangat
penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan jangka
panjang istri dan anak, terutama terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan

pendidikan anak.
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